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PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR I'7 TAHUN A2T

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER"IA KECAMATAN

DI LINGKUNGAN I(ABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWORF^IO,

bahwa untuk melaksanakan ketenhran Pasal 10
Peratrrran Daeratr I(abupaten Purrorejo Nomor 4
Tahun 2O2L tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daeratr l(abupaten Rrnrorejo, maka perlu
menetapkan Peratrrran Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Linglmngan I(abupaten R.rnrorejo.

: 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Unfang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembentrrkan Daeratr-Daerah I(abupaten Dalam
Linglmngan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahart
kmbaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Keda (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Perattrran Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangfut Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2016. Nomor ll4, Tambahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 72 Tatrun 2OL9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 18
Tatrun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 187,
Tambatran- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO2l;
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 tentang Klasifrkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2L tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.IA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PUR\IIORE-IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Urusan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perryakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Purworejo.
Kecamatan adalah Kecamatan di l(abupaten Purworejo.
Camat adalah Camat di Kabupaten Pur:worejo.
Jabatan F ungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yarrg
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Pemerintahan Daerah adalah

4
5
6
7

8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan F\rngsional pada Instansi pemerintgh.
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9. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang
selanjutnya
kekuasaan pemerintahan 5rang menjadi kewenangan

disebut Urusan Pemerintahan Daerah, adalah

dilakukan oleh
Presiden yang
Pemerintahan

Daerah untuk melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyaralat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan daerah di bidang desa,
pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta

masyarakat,

Pasal 4

(1) Camat mempunyai tugas pokok:
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

kegiatan pemberda5raan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

penerapan dan

a.
b.
c.

e.

d. penegakan Perda dan

prasarana dan sarana
Peraturan Bupati;

pelayanan unrrm;
f. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan

atau kelurahan;
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h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahal
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;dan

i. melaksanakan tugas lain Yang diperintahkan oleh Peraturan
perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas se dimaksud pada pasal 4,
Camat melaksanakan tugas Yang
melaksanakan sebagian Urusan
kewenangan Daerah.

oleh bupati untuk

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan'

Pasal 5

Tugas Camat dalam Urusan Pemerintahan umum
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 4 huruf a yaitu membentuk forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangfu menunJang
kelancaran urusan pemenntahan umum di tingkat
kecamatan. Susunan plmprnan dan anggota forum koordinasi

di Kecamatan adalah sebag"i berikut:
(1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud

diketuai oleh Camat;
(21 Anggota forum koordinasi di Kecamatan terdiri atas

plmprnan kepolisian dan kewilayahan Tentara Nasional
Indonesia di Kecamatan;dan

(3) Forum koordinasi PimPinan di Kecamatan daPat mengundang
pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 6

T\rgas Camat dalam kegiatan pem

masyarakat sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. masyarakat untuk ikut serta dalam

linekup Kecamatan dalam forum
perrencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan

Kecamatan;
b, melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan

unit kerja baik maupun swasta yang memPunyal
program kerja dan kegiatan masyarakat di wilaYah

kerja Kecamatan;
berbagai kegiatan pemberdayaanc. melakukan evaluasi terhadap

baik yang dilakukan oleh unitmasyarakat di wilayah Kecamatan
kerja pemenn tah maupun swasta;

d. melakukan tugas-tugas
sesuai dengan Peraturan

lain di bidang pemberdaYaan

tugas di
wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kePada

satuan kerja
pemberdayaan

daerah yang

yang menjadi
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I\rgas Camat dalam upaya
dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program
dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
di wilayah Kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di
wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada Bupati.

T\rgas Camat dalam

Pasal 8

mengoordinasikan penerapan dan penegakan
Perda dan Peraturan Bupati
huruf d, meliputi:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasel 7

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-rrndangan;

b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
tungsinya di bidang
dan/atau Kepolisian Negara Republik

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Ttrgas Camat dalam pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
e, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan daerah dan/atau instansi

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
prasarana dan sarana pelayanan umum;

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
prasarana dan sarana pelayanan umum;dan

prasErrana dan saranac.
pela5ranan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 1O

Tl-rgas Camat dalam
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

kecamatan sebogeimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang

kegiatan
tingkat
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f.

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 1l

T\rgas Camat dalam membina dan mengawasi
kegiatan desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf f, meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KepaLa Desa dan

atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa

dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau

Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
pembinaan dan pengawasan

Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat
Kecamatan kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Ba.gan Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan lfmum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Jabatan Fungsional; dan
h. Kelurahan.
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(2) Bagan struktur organisasi Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 13

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a
tugas tugas Kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 14

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis dan tugas-tugas Seksi secara

administrasi, yang meliputiterpadu, pelayanan dan
program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebiiakan teknis;
b. penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pelayanan dan

administrasi perencanaan dan keuangan;
pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian;dan
d.

e. peLaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasa1 16

(1) Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
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(2) Subbagian-subbagian dimaksud pada ayat (l),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
bahan perumusan dan pelaksanaan kebiiaf<an teknis, melayani dan

administrasi di bidang program dan keuangan, yang
meliputi:
a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;dan

kinerja;

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tugas dan jabatannya.

Pasal 18

Subbagian Umum dan
bahan perumusan dan

Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
melaksanakan keb{jakan teknis, melayani dan

administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi:
a. melaksanakan barang milik daerah pa.da

lingkungan kecamatan;
b. mel,aksanakan umum pada

c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan
e. melaksanakan
f. melaksanakan

Jasa penunJang;
barang milik daerah;

kecamatan;dan
kepegawaian pada lingkungan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

Bagan Keempat
Seksi Pemerintahan Desa

Pasal 19

Seksi Desa mempunyai tugas bahan
perrrmusan dan kebljakan teknis, serta pembinaan dan
bimbingan di bidang desa , yang meliputi:
a. melaksanakan fasilitasi penJrusunan peraturan desa dan peraturan

kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

fasilitasi
aset desa;

c.

d. melaksanakan fasifitasi penerapan dan

pengelolaan keuangan desa dan
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e. melaksanakan fasilitasi
perang|<at desa;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan

permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi

perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

k. melaksanakan fasilitasi ketenteraman dan
ketertiban umum;

l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan;

m.melaksanakan fasilitasi penJrusunan perencanEran pembangunan

n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa
dengan pihak ketiga;

o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas
desa;

p. melaksanakan fasilitasi penlrusunan program dan
masyarakat desa;

q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan

perdesaan di wilayah kecamatan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagan Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 20

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis, serta pembinaan dan
bimbingan di bidang pembangunan, 5rang meliputi:
a. urusan yang tidak dilaksanakan

oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang
meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

Kecamatan;
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

bidang kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum di

tugas kepala desa dan

dan pemberhentian

wilayah Kecamatan;dan
3. Peningkatan efektilitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah
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b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum yang meliputi:
1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal

yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum;dan

2. Pemelihara.an prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatlan pihak swasta.

c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang
Camat yang meliputi:
1. pelaksanaan urusan

pelayanan perizinan non usaha;
2. pelaksanaan urusan

perizinan;dan
3. peLaksanaan

Seksi

Seksi

Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
lain yang dilimpahkan kepada Camat.

kepada

yang terkait dengan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan jabatannya.

pemerintahan yang terkait dengan non

Bagian Keenam
Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 21

Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
keb{iakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi

Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang
meliputi:
a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum yang meliputi;
1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah

kecamatan;dan
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

masyarakat guna ketentraman dan ketertiban
pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi
koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penegakan penaturan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara
Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;

umum sesrrar penugasanc. urusan
kepala daerah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam

rangka memantapkan Pancasila,
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhinneka Tunggal lka, serta
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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3. Fasilitasi, koordinasi dan (bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

4. Pembinaan Percatuan dan kesatuan bangsa;
5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional, dan nasional;

6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan

7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;dan
8. Pelaksanaan semua urusan yang bukan

kewenangan daerah dan tidak oleh

instansi vertikal.
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camatd.

Seksi PemberdaYaan Masyarakat
dan

sesuai dengan tugas dan jabatannya'

Bagian Ketujuh
Seksi PemberdaYaan MasYarakat

Pasal22

tugas melakukan
kebijakan teknis, sertapenyrapan

p€mbinaan
meliputi:
a.

bahan
dan bimbingan di bidang pemberdayaan masYarakat Yang

koordinasi penYelenggaraan kegiatan

kegiatan
di tingkat kecamatan yang meliPuti:
1. Koordinasi perencanaan dan

dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;dan
2. efektifitas kegiatan di tingkat

kecamatan.
koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang

partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan

2. Sinkronisasi
masyarakat dan swasta di

pembangunan di desa;
program kerja dan kegie'tan

yang dilakukan oleh Pemerintah
Kecamatan;dan
efektofotas kegiatan pemberdayaan masyarakat di

b.

c.

meliputi;
1

d.

wilayah kerja
3.

wilayah Kecamatan.
kegiatan pemberdayaan kelurahan bag

Kecamatan yang memiliki Kelurahan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagran KedeLaPan
Kelurahan

Pasal 23

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah
jawab kepada camat.selaku perangkat kecamatan dan

(1)

11
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(2) Kelurahan sebagaimsns dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu camat dalam :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pela5ranan

umum;
g. melaksanakan partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah perencanEran pembangunan di Kelurahan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB TV

Jabatan Fungsional

Pasel24

(1) Pejabat sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Kecamatan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di bawah dan jawab secara langsung

kepada, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hrgas Jabatan
fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan F ungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional 5sfagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan

Pasal 25

Jabatan
Jabatan

tugas dan fungsi sesuai dengan
-masing berdasarkan ketentuan peraturan

4
$

6
+

7.

P fl L lll ,f,
ffi

masrng

t2
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(3)

(4)

BABV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala
Subbagian, dan Jabatan Fungsional 

. 
wajib menera-pkan prinsip

koordiilasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikql TaPPun
horizontal'baik [e dalam maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah KabupaGn serta instsnsi lain sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.

Pasal2T

(1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional te-rtanllgung jawab dalam memimpin,
menlkoordinasikan ddi memberikan bimbingan serta petunjuk-
petuijut begi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing'

t2l Camat. Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian' dan Jabatan
Fungsional wajib rirenfrkuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertinggung 

- jawab - pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

Dalam menyampailran laporan masing-masing kepada ata:an:
G*U"".rr lapordn dapat disampaikan kepada satuan organisasi
Ui" ai Unglningan re6amatan ying secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekreta4s, Kepala Seksi,
K6"L SuUbadan,"aan Jabatan Fungsional dari bawahan wajiP
a-io-rrr, a"t didrgunakan selagai bahan penyusunan laporan lebih

ffi.ri a* ai;aaitan batran untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 28

Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya'

Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja -Kecamatan
dalam ran&" penyelenggaraan i<egiatan pemerintahan untuk
meningfu tkan kinerj a Kecarnatan.

Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
6;"h di littgkot g"t, Pemerintah -Kabupaten Purworejo dalam
rangka penyele-nggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan'

Pasal 29

Hubungan kerja Kecamatan dengarl Perangk?t daerah Kabupaten
t"i"if"t-ioodiiasi teknis fungsionat dan teknis operasional'

flubunsankeriaKecamatandenganinstansivertikaldiwilayah
terianyi, bersiiat koordinasi teknis fungsional'

(1)

t2l

(3)

(1)

-6

'?fr:Mlu.
I

,J
1(fr6.I

7.
.P

?1,
(

2I6

(21
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(3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya
masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasd 3O

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3l

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kecamatan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Penyrsunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BABVII

KETENTUAN I,AIN-LAIN

Pasal 33

(1) Bagan Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo
tercantum dalam l^ampiran I, bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jumlah, nama ibukota, batas wilayah, dan jenis kecamatan di
lingkungan l(abupaten Purworejo, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak
Peraturan Bupati ini.

tt. I4
\ I

6
,l

7.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di
Purworejo (Berita Daerah Purworejo Tahun 2O16 Nomor 87
Seri D Nomor 241, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jarrluari 2022.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan
I(abupaten Purworejo.

penempatannya dalam Berita Daerah

di : Purworejo
pada tanggal : 3l trilrlrr I2'l

padatanggal : 4',ttllttl,,. UZl
di: Purworejo

SEKRETARIS DAERAH

BUPATI PURIIIORE.IO

( acus BAsrtAN

PURWORE-IO

15

I'

( SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2'2I NOMORI'ISERI D NOMOR 

'I

t 4.

\
6.
{

7
P
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BAGAIT ORGANISASI
I{ECAUATAIT
KABI'PATEIT PURWORB'O

I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR I'' TAHUNE'8I
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTATATA KER.'A KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWORE.'O

BUPATI PURWORE.IO,}

q

f AGUS BASTIAN

t6

{

CAMAT

SEKRETARIAT
JABATAN

FIJNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI
PEMERIMAHAN

UMUM,KETENTRAMAN
DAN KETERT]BAN UMUM

SEKSI
PEMBANGUNAN

SEKSI
PEMERINTAHAN

DESA

KELURAHAN

IIIIIIII IIII

I

f, d + r ? A6
7

,n a +
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1
,il
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il

I,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR I'? TAHUN 

'2ITENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FIJNGSI SERTATATA KER.JA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWORE'OI

o

1 KEMIRI KEMIRI KIDUL Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Kec. Bruno
: Kec. Kutoarjo
: Kec. Gebang
: Kec. Pituruh

MAKSIMAL

2 Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Wonosobo
Kec. Butuh
Kec. Kemiri
Kab. Kebumen

MAKSIMAL
PITURUH PITURUH

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Banyuurip
Samudera Indonesia
Kec. Punvodadi
Kec. Grabag

MAKSIMAL
NGOMBOL JOSO3

4

5

BENER KALIBOTO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Magelang
Kec. loano
Prop. Daerah Istimewa Yoryakarta
Kec. Gebang dan Kab. Wonosobo

MAKSIMAL

PURWORE.IO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Kec. loano dan Gebang
: Kec. Banyuurip dan Bagelen
: Kec. Kaligesing
: Kec. Banyuurip dan Gebang

CANGKREPLOR
MAKSIMAL

111

W
9

(
5

x-
6I 7

h
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PURWODADI6 JENARWETAN Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Banyu.urip
Samudera Indonesia
Kec. Bagelen
Kec. Ngombol

MAKSIMAL

BUTUH7 DI,ANGU Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Pituruh
Kec. Grabag
Kec. Kutoarjo
Kab. Kebumen

MAKSIMAL

8 GRABAG KETAWANG Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Kutoarjo
Samudera Indonesia
Kec. Ngombol
Kab. Kebumen

MAKSIMAL

9 KUTOAR.'O KUTOAR.IO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Kemiri
Kec. Grabag
Kec. Bayan
Kec. Butuh dan Kemiri

MAKSIMAL

10. BRUNO BRUNOREJO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Wonosobo
Kec. Kemiri
Kec. Gebang
Kec. Pituruh

MAKSIMAL

11. KALIGESING KALIGONO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. loano
Kec. Bagelen
Prop. Daerah Istimewa Yograkarta
Kec. Purworejo

MAKSIMAL

L2. BAGELEN BAGELEN Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah fimur
Sebelah Barat

Kec. Purworejo
Kec. Purwodadi
Prop. Daerah Istimewa Yograkarta
Kec. Purwodadi

MAKSIMAL
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13. GEBANG Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab, Wonosobo
Kec. Bayan
Kec. Purworejo
Kec. Kemiri

14. LOANO BANYUASIN
KEMBARAN

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Kec. Bener
: Kec. Purworejo
: Prop. Daerah Istimewa Jogiakarta
: Kec. Gebang

15. BAI{YUURIP SUMBERSARI Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Purworejo
Kec. Ngombol
Kec. Kaligesing
Kec, Bayan

16. BAYAN BAYAN Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec, Kemiri dan Gebang
Kec. Grabag
Kec. Purworejo dan
Kec. Kutoarjo

MAKSIMAL

MAKSIMAL

MAKSIMAL

MAKSIMAL
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